PERATURAN PRESI DEN REPUBLI K | NDONESI A
NOVOR 91 TAHUN 2006
TENTANG
PERUBAHAN KELI MA ATAS PERATURAN PRESI DEN NOMOR 10 TAHUN 2005
TENTANG UNI T ORGANI SASI DAN TUGAS ESELON
KEMENTERI AN NEGARA REPUBLI K | NDONESI A

DENGAN RAHVAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESI DEN REPUBLI K | NDONESI A,

Meni mbang :

bahwa dal am rangka neni ngkatkan ki nerja Departenen Hukum dan Hak
Asasi Manusi a, dipandang perlu nmengubah Peraturan Presiden Nonor
10 Tahun 2005 tentang Unit Oganisasi dan Tugas Eselon |
Kenenteri an Negara Republik Indonesia sebagai mana tel ah beberapa
kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nonor 66 Tahun
2006;

Mengi ngat

1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara
Republ i k I ndonesi a Tahun 1945;

2. Undang- Undang Nonor 32 Tahun 2004 tentang Penerintahan Daer ah
(Lenmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nonmor 125,
Tanbahan Lenbaran Negara Republi k | ndonesi a Nonor 4437);

3. Peraturan Presiden Nonmor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan,
Tugas, Fungsi, Susunan Organi sasi, dan Tata Kerja Kenenterian
Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan
Per at uran Presiden Nonor 90 Tahun 2006;

4. Peraturan Presiden Nonor 10 Tahun 2005 tentang Unit
Organi sasi dan Tugas Eselon | Kenenterian Negara Republik
| ndonesi a sebagai mana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Presiden Nonor 66 Tahun 2006;

MEMUTUSKAN :

Menet apkan :

PERATURAN PRESI DEN TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN
PRESI DEN NOMOR 10 TAHUN 2005 TENTANG UNIT ORGANI SASI DAN TUGAS
ESELON |

Pasal |

Beberapa ketentuan dal am Peraturan Presiden Nonmor 10 Tahun 2005
tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon | Kenenterian Negara
Republik Indonesia yang telah beberapa kali diubah dengan
Per at uran Presiden :

a. Nonmor 15 Tahun 2005;

b. Nonmor 63 Tahun 2005;

C. Nonmor 80 Tahun 2005;

d. Nonor 66 Tahun 2006,

di ubah sebagai beri kut

1. Ket ent uan Pasal 13 di ubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
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"Pasal 13

partemen Hukum dan Hak Asasi Manusia terdiri dari

Sekretariat Jenderal;

D rektorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan;
Direktorat Jenderal Adm nistrasi Hukum Unum

D rektorat Jenderal Pemasyarakat an;

D rektorat Jenderal |mgrasi;

D rektorat Jenderal Hak Kekayaan I ntel ekt ual
Direktorat Jenderal Hak Asasi Mnusi a;

| nspekt orat Jenderal ;

Badan Penbi naan Hukum Nasi onal ;

Badan Penelitian dan Pengenbangan Hak Asasi Manusi a;
Badan Pengenbangan Sunber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi
Manusi a;

Staf Ahli.

Ket ent uan Pasal 14 di ubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
"Pasal 14

Sekretariat Jenderal menpunyai tugas nel aksanakan koor di nasi
pel aksanaan tugas serta penbinaan dan penberian dukungan
adm ni strasi Departenen.

Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan nenpunyai
t ugas mer unmuskan serta nmel aksanakan kebi j akan dan
standardi sasi teknis di bidang peraturan perundang-undangan.
Direktorat Jenderal Adm nistrasi Hukum Urmum menpunyai tugas
merunuskan serta nel aksanakan kebijakan dan standardisasi
tekni s di bidang adm ni strasi hukum unum

D rektorat Jenderal Penmasyarakatan nenpunyai tugas nerunuskan
serta nel aksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di
bi dang penasyar akat an.

Direktorat Jenderal Imgrasi nenpunyai tugas nerunuskan serta
nmel aksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang
i mgrasi.

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan | ntel ektual menpunyai tugas
merunuskan serta nel aksanakan kebijakan dan standardi sasi
tekni s di bidang hak kekayaan i ntel ektual .

Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusi a nenpunyai tugas
merunuskan serta nel aksanakan kebijakan dan standardisasi
tekni s di bidang hak asasi manusi a.

| nspekt orat Jenderal nenpunyai tugas nel aksanakan pengawasan
t erhadap pel aksanaan tugas di |ingkungan Departenen

Badan Penbi naan Hukum Nasi onal nmenpunyai tugas nel aksanakan
penbi naan di bi dang hukum nasi onal .

Badan Penelitian dan Pengenbangan Hak Asasi Manusi a nenpunyai
tugas nel aksanakan penelitian dan pengenbangan di bi dang hak
asasi manusi a.

Badan Pengenbangan Sunber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi
Manusi a nmenpunyai tugas nel aksanakan pengenbangan sunber daya
manusi a di bi dang hukum dan hak asasi nanusi a.



(12) Staf Ahli menpunyai tugas nenberi kan tel aahan kepada Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia nengenai mnasal ah tertentu sesua
bi dang keahl i annya, yang tidak nenjadi bi dang tugas
Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal, Badan, dan
| nspekt orat Jenderal . "

Pasal |1
Peraturan Presiden ini mnulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

D tetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Nopenber 2006

PRESI DEN REPUBLI K | NDONESI A
ttd.
DR H. SUSI LO BAVBANG YUDHOYONO



